BAB I1
TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN

Tinjauan Umum Mengenai Tugas Dan Fungsi Kepolisian Republik
Indonesia

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali.
Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat
negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang
luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol
penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu
maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam
sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa
kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah
meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi
melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan
pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi
kepolisian itu sendiri.'®

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan
perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam
kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan
bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.*®

'8 Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta, 2005, him 5.
19 sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Persino,
him 3.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 memberikan
pengertian: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan
fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat
dengan Polri, dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi
pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan Kketertiban
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam
negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,
tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindunngan, pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat
dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).*

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat
dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi
pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan Kketertiban
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
pada masyarakat. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan,

ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar

2 1bid, him.5.
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hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang
bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).?

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya
demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang
masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan
kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan
semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani
yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi
dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.?

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam
lingkup Pemerintah, dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari
Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat
atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian, agar alat tersebut
dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan
pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut
organisasi. Keberadaan tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya
ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan
tugas Polisi. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang
membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada

Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil

2L\W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka,
1986, him 763.
22 Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia,Op.cit, him 12.
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Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan
Departemen yang berdiri sendiri.?®

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah
wewenang dalam bentuk kata benda pada istilah hukum Belanda diartikan
sebagai “bevoegheid”. Jika dicermati, terdapat perbedaan antara istilah
kewenangan dengan istilah wewenang (bevoegheid) yang terletak pada
karakter hukumnya, kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan
formal atau kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh
Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya sebagai suatu “onderdeel”
(bagian) tertentu saja dari kewenangan. Pada kewenangan terdapat
wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden).?*

Bermacam bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan Undang-
Undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi
seseorang. Mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan, dan
penggeledahan. Tapi harus diingat, semua tindakan penyidik yang bertujuan
untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang, adalah
tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi “demi untuk
kepentingan pemeriksaan”, dan “benar-benar sangat diperlukan sekali”.
Jangan disalahgunakan dengan cara yang terlampau murah, sehingga setiap
langkah tindakan yang dilakukan penyidik, langsung menjurus ke-arah

penangkapan atau penahanan.®

2% Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, him 100.

2 15Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina
llmu, Surabaya, 1987, him 20.

% M. Yahya Haharap, Memahami Hukum Kepolisian. jakarta 2006. him 157.
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Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dam pelayanan pada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya
dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai
wilayah Negara Republik Indonesia yang dibagi dalam daerah hukum
menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah.*®

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat
yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya
meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang di pimpin
seorang Kapolri dan bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah
tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan
Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada
Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resort atau disebut
juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang
bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang
biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh
seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa
atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau

sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.?’

%6 Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, jakarta 2009. him 15.
?" Ibid him 15.
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Berbicara mengenai sejarah kepolisian, ada suatu hal ketika negara
menganut sistem totaliter, Kepolisian dijadikan alat pemerintahan atau
penguasa. (berlawanan dengan demokrasi), seperti gestapo di zaman Hilter
(jerman), Polisi zaman penjajahan Belanda dan kempetai ketika Jepang
menjajah Indonesia. Abad XIIl Kerajaan Majapahit punya pasukan
Bhayangkara (Polisi) yang dipimpin Maha Patih Gajah mada dengan salah
satu filosofis kerjanya: “Satya Haprabu” Setia kepada raja. Di sinilah awal
mulanya dikotomi lahirnya pendapat tentang polisi sebagai alat penguasa
yang dikenal dengan polisi antagonis, tidak berpihak pada rakyat.?

Polisi sebagai aparat Pemerintah, organisasinya berada dalam
lingkup Pemerintah dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari
Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat
atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian agar alat tersebut
dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan
pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut
organisasi. Dengan demikian maka keberadaan tumbuh dan berkembangnya
bentuk dan struktur, ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan
terhadap pelaksanaan tugas Polisi. Seluruh dunia Organisasi Polisi itu
berbeda-beda ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada

yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali

%8 Anton Tabah, 2002, Membangun Polri Yang Kuat, P.T Sumber Sewu, Jakarta,
him 17.
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Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri,
bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.?

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di
bidang Penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat,
serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan
tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna
terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat agar dalam melaksanakan
fungsi dan perannya diseluruh wilayah negera Republik Indonesia atau yang
dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dapat
berjalan dengan efektif dan effisien, maka wilayah Negara Republik
Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan
tugas Kepolisian masing-masing.*

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Menyatakan bahwa
“Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan
negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman
dan pelayanan kepada masyarakat”. Menurut Sadjijono® dalam
menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib
memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam pelaksanaan tugas, yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum

wajib tunduk pada hukum.

2% Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, him 100.
% Tasaripa,Kasman. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun
2013
3! Sadjijono, Memahami hukum Kepolisian, cetakan I,P.T Lakshang Presindo,
Yogyakarta, 2010, him 17.
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2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani
permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum
diatur dalam hukum.

3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat
Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan
kekuatan hukum di kalangan masyarakat.

4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada
penindakan kepada masyarakat.

5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak
menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh
institusi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi Polisi yang
terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 telah mengalami
perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat
mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu
mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas
preventif.

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang
dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya, polisi baik sebagai fungsi maupun
organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem
kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar
warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan

kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat.
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Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu Negara, pada saat
itulah polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk
bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan
masyarakat atau yang disebut sebagai fungsi “Sicherheitspolitizei”.
Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat
memberikan efek pematuhan (enforcing effect).*

Masalah penegakan hukum pada umumnya, termasuk di Indonesia
mencakup tiga hal penting yang harus diperhatikan dan dibenahi, yaitu
kultur masyarakat tempat dimana nilai-nilai hukum akan ditegakkan,
struktur para penegak hukumnya dan terakhir substansi hukum yang akan
ditegakkan, disamping itu untuk mencegah tindakan main hakim sendiri
kepada masyarakat harus secara kontinyu diberikan penyuluhan hukum agar
taat hukum walaupun kemungkinan terjadinya tindakan main hakim sendiri
oleh masyarakat itu juga sebagai dampak dari lemahnya penegakan
hukum.*

Masalah penegakan hukum akan selalu terjadi sepanjang kehidupan
manusia itu ada, semakin tumbuh dan berkembang manusia maka masalah
penegakan hukum pun semakin bermacam-macam pula yang terjadi.

Penegakan hukum tentunya tidak bisa lepas dari soal aparat yang menempati

%2 Bibit Samad Rianto, Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri,
Berwibawa, dan dicintai Rakyat ,PTIK Press dan Restu AGUNG, Jakarta, 2006, him 36.

% Moh. Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana
khusus, Liberty, Yogyakarta, 2009, him 32.
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posisi strategis sebagai penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim yang
terbatas pada masalah profesionalitas.*

Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni
wewenang yang dirumuskan dalam Pasal peraturan perundang-undangan
seperti wewenang kepolisian yang dirumuskan Pasal 30 ayat 4 Undang-
Undang Dasar, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, dan lain-lain.
Berdasarkan wewenang atributif tersebut kemudian dalam pelaksanaannya
lahir wewenang delegasi dan wewenang mandat, yakni pemberian
wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun
pendelegasian kepada bidang-bidang lain di luar struktur.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu
penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang
melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang
ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh
masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat,
mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat
di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat.*
Tugas kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan

Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara Yyaitu
preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif
(usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-

masing usaha tersebut:

% Barda Nawawi Arief, Masalah penegakan hukum dan kebijakan

penanggulangan kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, him 34.
** Moh hatta Op,.cit, him 40.
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1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk
mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.
Menurut A. Qirom Samsudin M,*® dalam kaitannya untuk melakukan
tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada
mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja
diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan
mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. Menurut Bonger
cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:
a. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi

dalam arti sempit;

b. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi;

1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat
memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu
berbuat jahat.

2) Abalioistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan
kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai
penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya memperbaiki ekonomi
(pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-
lain)

c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap

kejahatan dengan berusaha menciptakan:

% A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari
Segi Psikologis dan Hukum, Liberti, Yogyakarta, 1985, him 46.
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1) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik.

2) System peradilan yang objektif.

3) Hukum (perundang-undangan) yang baik.

d. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur.
e. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha
prevensi kejahatan pada umumnya.®’
2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh
aparatur penegak hukum sesudah terjadinya Tindakan Pidana. Tindakan
respresif lebih di titik beratkan terhadap orang yang melakukan Tindak
Pidana, yaitu antara lain dengan memberikan Hukum Pidana yang
setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga
dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan
ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan,
penyidikan lanjutan, penuntutan Pidana, pemeriksaan di pengadilan,
eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan
tekhnik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara
atau tekhnik rehabilitasi yaitu:

a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum
penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat

dan hukuman kurungan.

¥ W.A.Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1981, him 15.
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b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang
biasa, selama menjalankan hukuman di carikan pekerjaan bagi terhukun
dan konsultasi psikologis, di berikan kursus keterampilan agar kelak
menyesuaikan diri dengan masyarakat.*

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu
suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan
hukuman (Pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan
perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi
lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana
untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah
dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik;

b. Peradilan yang efektif;

c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa;

d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi;

e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan;

f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan;

g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.>®

% Cressey dalam buku Simanjuntak B dan Chairil Ali, Cakrawala Baru
Kriminologi, Trasito, Bandung, 1980, him 399.

° Soedjono D, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni,
Bandung, 1976, him 45.

29



Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana disebut
diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh
Polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan, termasuk Tindak Pidana
Kekerasan. Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya
berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang
dewasa. Karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik
maupun psikisnya. Menurut Kartini Kartono dalam buku Barda Nawawi,*°
penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:
a. Tindakan preventif dapat dilakukan salah satunya dengan cara

mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para anak
delinkuen dan yang nondelinkuen. Misalnya latihan mandiri, latihan
hidup bermasyarakat, latihan persipan untuk bertransmigrasi, dan lain-
lain.

b. Tindakan hukuman bagi anak delinkuen antara lain berupa menghukum
mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan biar
menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan
mandiri.

c. Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen salah satunya
berupa, menghilangkan sebab-sebab timbulnya kejahatan anak, baik
berupa pribadi familiar, sosial, ekonomi, dan kultural.

Adapun asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan

kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Modifikasi langkah-langkah

“0 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT.
Cipta Aditya Bakti, 2002, him 96.
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penal maupun non penal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah
bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan
penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan
hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak, perlu
dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan
masyarakat secara umum. Secara khusus di arahkan pada politik
kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada
umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa,
maupun korban anak pelaku kenakalan anak.

Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non-penal, khusus
untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda.
Penggunaan sarana non-penal diberi porsi yang lebih besar dari pada
penggunaan sarana penal, berati ada kebutuhan dalam konteks
penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk
mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan
anak.*!

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 yaitu, sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara
di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan
hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.*’
Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

*' Maidin Gultom,Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia. PT Refika Aditama. Bandung. 2010 him 59.
“2 1bid hlm 20.
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memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:*

1.

2.

o ok

10.

11.

12.

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

Menyelengarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban

dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk

pengaman swakarsa.

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan

tugas polisi.

Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak

asasi manusia.

Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum

dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan

dalam lingkup tugas kepolisian, serta

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:*

1.
2.

3.

Menerima laporan dan/atau pengaduan;

Membantu menyelesaikan perselisinan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;

3 Ibid him 16.
“Ibid him 17.
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13.

Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
administratif kepolisian;

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan
kepolisian dalam rangka pencegahan;

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
Mencari keterangan dan barang bukti;

. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan

dalam rangka pelayanan masyarakat;

. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan

dengan penanganan tindak pidanan sebagaimana yang di atur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Polri sebagai penyidik

utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka

menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penannganan

perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:*®

1.
2.

3.

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
perkara untuk kepentingan penyidikan;

Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan;

Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri;

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

Mengadakan penghentian penyidikan;

Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak
atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka
melakukan tindak pidana;

*1bid hlm 18.
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11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai
negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri
sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab,
yaitu tindakan penyelidik dan penyidik yang dilaksankan dengan syarat
sebagai berikut:*®
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan
tersebut dilakukan;

c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan

e. Menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi
kepolisian bertindak penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya Yyaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk
menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk
melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

Tugas pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:
1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2) Menegakkan hukum; dan

3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok Polisi itu memiliki dua

fungsi utama yaitu sebagai berikut:*’

“®Ibid him 19.
*" R. Wahjudi dan B. Wiriodihardjo, 1975, Pengantar llmu Kepolisian, Sukabumi:
Akabri Pol., him 12.
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1) Fungsi preventif, yaitu untuk pencegahan yang berarti bahwa Polisi itu
berkewajiban melindungi warga negara beserta lembaga-lembaganya,
ketertiban, dan ketataan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan
mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan
perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam
dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

2) Fungsi represif atau pengendalian yang berarti bahwa Polisi
berkewajiban
menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelakunya dan
menyerahkan kepada penyidikan untuk penghukuman.

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah
satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2, fungsi kepolisian harus
memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan
keadilan. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan kembali peran
Kepolisian yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat
Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
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pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Berdasarkan ketentuan diatas nampak secara tegas dinyatakan bahwa
peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah
penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok
yang harus dijalankan oleh anggota Kepolisian. Sedangkan peran Kepolisian
dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan
manusia, salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan

kejahatan perdagangan manusia. Barda Nawawi Arief*®

menyatakan bahwa
perlidungan korban dapat juga dilihat sebagai perlindungan hukum untuk
tidak menjadi korban kejahatan.
Polisi Sebagai Penyidik

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah
penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya
tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada Tindak Pidana
terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil
penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada
tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau
diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat

penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan

bukti”.

* Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan

Penanggulangan Kejahatan, him 54.
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Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang
ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan
tercantum dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) yakni dalam Bab | mengenai Penjelasan Umum, yaitu:
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian
penyidikan adalah:

a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung
tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling
berhubungan;

b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang di sebut penyidik;

c. Penyidik dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Tujuan penyidikan ialah bencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan
bukti itu membuat terang Tindak Pidana yang terjadi, dan menentukan
tersangkanya.

Berdasarkan empat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan,
telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang

dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang
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belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.*® Penyidik menurut Pasal 1
butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau
pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana atau biasa di sebut (KUHAP) lebih jauh lagi mengatur
tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik
dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan
tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.
Penyidik membantu selain diatur dalam pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal
6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik
pembantu disamping penyidik.>°
Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak
sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan
dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat
penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud,
yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:
a. Pejabat penyidik Polri
Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai
penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal

itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum

* Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia,
Bayumedia Publishing, Malang, 2005, him 380-381.
%0 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP,
Penyidikan dan Penuntutan, cet V11, Sinar Grafika, Jakarta, him 110.
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Acara Pidana (KUHAP). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan

dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan

dan di seimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut

umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang

mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan

pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik penuh

2)

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik
penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan
pengangkatan, yaitu:

a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;

b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua
apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik
yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;

c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik
Indonesia.

Penyidik pembantu

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat
Kepolisan Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala

Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan
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peraturan pemerintah.>* Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai
“penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat
diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:>

a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;

b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara
dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda
(Golongan 11/a);

c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul
komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf
b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu
pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai
penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber
pada Undang-Undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri
pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal.*

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai
negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak

pidana yang diatur dalam Undang-Undang pidana khusus itu. Hal ini

* Nico Ngani, | Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara
Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan . Liberty, Yogyakarta, him 19.

52 M.Yahya Harahap. Op.Cit, him 111-112.

53 M. Yahya Harahap. Op.Cit, him 113.
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sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7
ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang
berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal
6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-
Undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam
pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan
penyidik Polri”.

Polisi sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan
pengayom masyarakat, berkewajiban untuk memelihara tegaknya
hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat
manusia serta ketertiban dan kepastian hukum, dalam rangka
penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan
tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik
dan penyidik pembantu baik oleh fungsi reserse maupun fungsi
operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain dari
PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang diberi wewenang untuk
melakukan penyidikan secara professional.>

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

> Suharto, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai
proses Penyelidikan Hingga Persidangan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta,
2013, him 47.
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penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang.*®

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut

yang diatur dalam Undang-Undang.

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan

hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang

sesungguhnya telah terjadi dan bertugas mambuat berita acara serta

laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

a.

b)

c)

Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung
oleh penyelidik atau penyidik
Laporan polisi
Berita Acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi°

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk:
Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu
peristiva yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan
tindak pidana atau bukan.
Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar
menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya

Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

> M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka

cipta. Jakarta. 1991 him 56.

%6 M. Husein harun. Op,Cit him 57.
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Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan
hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.®’

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun
1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian
No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang
merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu opsporin. Pasal 1 butir
2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diuraikan
bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, mencari dan
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan
masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim
menyebutnya dengan istilah “criminal investigation”. Tujuan
penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan
kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah
yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka
penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-
peristiwa tertentu.®

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa
seorang penyidik, baik itu dari penyidik Polri maupun Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus dilakukan adanya upaya kerjasama

" Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin. Proses penyidikan tindak
pidana. Jakarta, 1990 him 17.
*% M. Husein harun, Op,Cit him 58.
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yang baik sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing demi
tercapainya tujuan yang dimaksud sesuai dengan isi yang terlampir

dalam Undang-Undang.
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